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1.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84AK
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen

Keselamatan Konstruksi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6018);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6626);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 40);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 476);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 554)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
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Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi
Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang
selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem
manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk
menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan,
keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan
perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan
setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan
Konstruksi yang selanjutnya disebut PMPM Pekerjaan
Konstruksi adalah bagian dari SMKK yang menjamin
terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna
mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang
berkualitas.

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan

Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.
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Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan
yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi
Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa
Konstruksi kepada Penyedia Jasa.

Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang
mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan
keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi
dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang
menjamin keselamatan keteknikan konstruksi,
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan
publik dan keselamatan lingkungan.

Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah
tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada
tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan.
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan
Pengendalian Risiko, dan Peluang yang selanjutnya
disebut IBPRP adalah proses mengidentifikasi bahaya,
menilai dan mengendalikan risiko, serta menilai peluang.
Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang
Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK
yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen
Kontrak.

Analisis Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat AKK adalah metode dalam mengidentifikasi
dan mengendalikan bahaya berdasarkan rangkaian
pekerjaan dalam metode pelaksanaan kerja (work method
statement).

Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko Konstruksi
yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa

besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga
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kerja, jenis alat berat yang dipergunakan dan tingkatan
penerapan teknologi yang digunakan.

Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah
perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan
adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas
konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan
lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya
tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi.

Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan
Keselamatan Konstruksi yang memuat perencanaan
kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang
disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan
merupakan satu kesatuan dalam Kontrak.

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang
Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode
pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta
pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, dan
merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah
dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang
memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang
selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah
tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis,
kegiatan dan koordinasi manajemen lalu lintas.

Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu dalam Kontrak
untuk melakukan pemeliharaan sejak tanggal serah
terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal serah
terima akhir pekerjaan.

Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat
UKK adalah wunit pada Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi  yang  bertanggung jawab  terhadap

pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.
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